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BUPATI LAHAT 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI LAHAT 
NOMOR <J TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDAMPING 
JAM lNAN KESEHATAN MASYARAJ-:AT 

[_/" 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAHAT, 

Menimbang: a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk 
hid up layak dan p;-oduktif sehingga diperlukan penytlenggaraan 
pcl2yanan kesehatan yang terkendali biaya clan terkendali 
mutu; 

b . bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat maka bagi penduduk yang yang terdaftar 
dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga 
Kabupaten Lahat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan 
melalui program Pendamping Jaminan Kesehatan Masyarakat 
Lahat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraluran Bupati 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pendamping 
Jami11an Kesehatan Masyarakat; 

Mengingat : l . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 ttntang Pembentukan 
Daerah Tingkat 11 clan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpubiik Inodesi& Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sist':!m 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Reµublik 
Indonesia Nomor 4456); 

3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Ke5ehntan 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia 'fahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana teiah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

5. Pe.aturan Presiden Nomor 82 '1 'ahun 2018 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan PeratL:ran 
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Menetapkan: 

6. 

Presiden Nomor 75 Tahun 2019 ten tang Peruba ha n Ata s 
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 ten tang Jamina n 
Kesehatan (Lemba ran Ne raga Republik Indonesia Ta hun 2019 
Nomor 21 O) ; 

Peraturan Menteri Ke seha.tan Nomor 28 Ta hun 2014 ten ta ng 
Pedoman Pela ksanaan Progra m J a mina n Keschata n Na~ional 
(Serita Negara Republik Indonesia Ta hun 2014 Nomor 874) ; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
JAMINAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDAMPING 

KESEHATAN MASYARAKAT. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pa sa l 1 

Dala m Peraturan Bupa ti ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupa tcn Laha t . 
2. Pemerinta h Ka bupaten ada la h Pemerintuh Ka hupa ten La ha t. 
3 . Bupa ti adala h Bupati Laha t. 
4. Program Pendamping Jaminan Pemeliharaan Keseha ta n 

Ma syaraka t La ha t yan g selanjutnya dis ingkat PPJKM ada la h 
program ba ntuan sosia l dari Pemerinta h Ka bupa ten Lahat 
da lam uµ aya m .::ningka tka n derajat kesehata n masyarakat 
dengan cara pelayanan beroba t gra tis. 

5 . Rumah Sakit adalah sarana keseha ta n yang membcrika n 
pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit 
d a ri yang bersifat p elayanan rujuka n sampa i dengan 
subspesia listik sesua i dengan kema mpuan klasifikasi yang 
di tetapkan . 

6. Rumah Saki t Kelas A ada la h Rumah Sa kit Rujukan Tingka t '11 , 
yaitu Rumah Sakit Umum Pusa t Nasiona l Dr. Cipto 
Ma ngunkusumo Jakarta da n Ruma h Sakit J a ntung da n 
Pembuluh Da rah Hara pa n Kita Jaka rta. 

7. Rumah Sa kit Kelas B a da la h Ruma h Sa kit Rujuka n Tingka t II , 
yaitu Ruma h Sa kit l.Jmum Dr. Moehamma d Hoesin Pa lembang. 

8 . Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sa kit Khusus Mata 
masyarakat Palembang, Rumah Sakit Khusus Paru-pa ru 
Palembang, Rumah Sakit Khusus Jiwa Er naldi Bahar 
Pa lembang dan Rumah Sa kit Khusus Kusta Dr. R;vai Abdullah 
Banyuasin, yang merupakan pelayanan rujukan tingkat IL 

9. Rumah Sakit Kelas C adalah Rum:1.h Sa kit Rujuka n Tingka t I, 
yaitu Rumah Sakit Umum Daerah yang selan,iutnya dara t 
disebut RSUD yang berada di kabupaten/kota dan Ruma h sakit 
Swasta yang merupakan jejaring kHbupaten/kota. 

1 O. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat 
Puskesmas adalah Puskesmas Nonperawatan , Puskesmas 
pcrawatan dan Puskesmas Pembantu yang berada di setiap 
kecamatan/kelurahan/desa yang membe::-ikan pelayanan 

tingkat pertama/kesehalan dasar. . . . 
11. Bidan Praktik Swasta yang selanJutnya d1smgkat BPS ada lah 

upaya pelayanan kesehatan khususnya kebidanan . ya ng 
dilaksanakan oleh perorangan sesuai dengan kompetens1 yang 

dimiliki. 
2 Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Po~kesdes 1 

· adalah upaya kesehatan bersumber masyarakat yang d1bentuk 

Dipindai dengan CamScanner 



di d<~:--i11 dulm11 ni11gk ·.1 mcndckatlwn pcli1y,u1an ke~1chut~1 11 bagi 
11111synrnlrn1 cl<::-m. 

I :1. l~11wnt ,J11ln11 Tingknl I' ·rlarnn ud LJ lnh pcluyunun poliklinik 
urnu111 y1111p dil>crilrnn di Pw1kcsmus cJ:m ,1c,1aringnyt1, 
P11skcs111u:-1 pe111b:mlu, Pu :--ik t:sm:1s kt:lilinJ~. 

\ 4. l~awnl , li\11111 Tinpkal Lnnjul uduluh p<..: laynna n Hpe.·iu li8Lik ya ng 
dilnlrna1111lrnn di Pu:--i l«.:smas, Rurrwh Sakil Pcmcrintah, Rumah 
S11ldt sw:1:--itn, l~urn uh Sal<il Khusus Mn~a, Rumah Sakit !(husus 
l'nn1 -p11ru don l~11muh Sn kil Khusus la innya. 

\ 5 . Rnwut lnup Tinplrnl Pcrturnu aduk1h pclnyunan r~1wLJl inc_.1p di 
Puskesmn:-; yung rncliputi ukornodusi r::.iwul inup, konsultasi 
111 <.:dik, pe rnc rik:-mun fi s ik dan pcnyuluha n kescha la n, 
lalmrnlorium !-;<.:de rhan·1 (cJ urn h, urin e, fcscs) dun rndiologi. 

16. RawnL lnap Tingkat. L:injut uduk1h pc laya na n rawat ina p di 
Rumuh S:tkit Pcmcrintuh, Rumah Sc1kit Swastc1 pada fasiliws di 
kda::; Ill yung bckcrju surrw dc.:ngan program Jaminan 
Pcmcliharnnn Kcschulun Musyarnkal Luha1. 

17. Gnwal Dnrurnt. uclaluh suutu keud,rn n gangguan kcsehatan yang 
harus mcnda pal lindakan scgcra da n a pa bila Lc;lambat 
kcadna n mcnjadi mcmburuk, mcnyeba bka n kccelakaan a1-au 
mcnin ggn l yu ng diluyani di unit gawat da rurnl. 

18. Pcnduduk Kc.1bupatcn La hat adalah setiap ora ng yang terdaftar 
c.l a n mcmiliki Ka rlu Ta nd c.1 Pcnduduk I{abupaten Lahat serta 
bc rdomisili di Kabupatcn La hat. 

t 9 . Kartu Ta nda Pcnduduk yang selanjutnya dis ingkat KTP 
a da la h idcntitas resmi scorang penduduk sebagai bukti diri 
yang ditcrbitka n olch ins ta nsi pcmcrinlah. 

20. Kartu Keluarga yang scla njutnya disingkat KK ...tda lah kartu 
identitas kclua rga yang mcrnua t data tente ng susunan, 
hubunga n da n jumlah anggota keluarga. 

21. Surat Keterangan Domisili aclalah surat yang ctibuat dengan 
kcgunaannya dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenc1_ng 
seperti ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, kepala 
dusun, kepala desa yang menerangkan setatus tempat tinggal 
seseorang dalam suatu wilayah atau daerah tertentu. 

22. Surat Keterangan Helum Memperoleh Jaminan Kesehatan 
yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat 
keteningan yang dike!uarkan oleh kepala desa dan/ a tau 
kelurahan bahwa yang bersangkutan belum rr.endapat jaminan 
kesehatan baik oleh Pemerintah Pusat, Daerah ataupun 
swasta. 

23. Dinas Kesehatan adalahunsur pelaksana otonomi daerah 
dibidang kesehatan ya..'1g berkedudukan dibawah dan 
bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah di 
Kabupaten Lahat. __,,.,, 

24. Poli Persalinan Desa yang selanjutnya disingkat Polindes 
adalah salah satu partisipasi atau peran serta masyarakat 
dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan 
pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk Keluarga 
Berencana yang herada di desa. ✓ 
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BP.B II 
PERSYARATAN DAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN 

Bagian Kesatu 
Persyaratan Pelayanan Kesehatan 

Pasal 2 

(1) Memiliki identitas ctiri, berupa KTP/KK/Surat Kctcran~an 
Domisili sambil menunggu kartu identitas yang resmi dan Surat 
Keterangan. v 

(2) Tidak memaksakan kehendak untuk meminta surat rujukan kc 
1'.umah Sakit. 

Bagian Kedua 
Tempat Pelayanan Kesehatan 

Pasal 3 

( 1) Puskesmas beserta jejaringnya di semua kecamatan dalarn 
Kabupaten. l-

(2) Ru mah Sakit Pemerintah/ Sw:ista yang telah nicnjalin kerja 
sarna dengan Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah 
Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan. .,,,. 

(3) Jejaring pelayanan PPJKM dapat diperluas ke Provinsi iain yang 
sudah bekerja sama dengan Kabupaten secara timbal batik. / 

BAB III 
PROSEDUR DAN FASILITAS PELAYANAN 

Bagian Kesatu 
PrJsedur Pelayanan 

Pasal 4 

Prosedur pelayanan kesehatan melalui PPJKM di Puskesm::is ad&lah 
membawa identitas ciiri, berupa KTP /KK/Surat Keterangan Domisili 
dan Surat Keterangan. v 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 5 

Membawa identitas diri berupa KTP / KK/ Surat Keterangan 
Domisili dan Surat Keterangan. r' 

Membawa surat ruj11kan manual ataupun rujukan online da ri 
Puskesmas. / 

Apabila dalam keadaan Gawat Darurat dapat langsung kc 
Rumah Sakit Kelas C. 

Di luar jam kerja, pasien !.anya diberikan pengob;:itan untuk 
satu hari, dan selanjutnya harus berobat ulang ke Puskesmas. 

Bagi an Ked ua 
Fasilitas Pehyanan 

Pasal6 

Fa~ilitas pelayanan yang diberikan dalan program PPJKM meliputi : 
a. Rawat Juian Tingkat Pertama; ... 
b. Rawat Inap Tingkat Pertama; _,., 
c. Rawat Jalan Tingkat Lanjut; 
d. Rawat Inap 1'ingkat Lanjut di Rumah Sakit jejaring dengan 

fasilitas kelas III; 
e. Rumah Sakit swasta yang belum menjadi jejarin~ PPJKM tetap 

harus menyiapkan 25 % (dua puluh lima perscn) tempat ~ 
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f. 

tidurnya untuk pelayanan masyarakat mis~in dengan tarif 
pelayanan untuk masyarakat miskin sesua1 de~g3:11 aturan 
Kementerian Kesehatan untuk masyarakat m1skm dalam 
PPJKM; 
kaca mata dengan lensa koreksi minimal + 1 /- 1 ?engan ~ilai 
maksimal Rp.150.000,- (seratus lima puluh nbu rup1a~) 
berdasarkan ketentuan dan resep dokter mata rumah sak1t 
jej&,ing; 

g. Intra Ocuar Lens (IOL) berdasarkan ketentuan dan rese~ d~kte~ 
mata Rumah Sakit jejaring dengan mempertimbangkan md1kas1 
medis dan aspek psikososial dan disetujui Direktur Rumah 
Sakit jejaring; dan 

h. alat bantu gerak berdasarkan resep dokter d&n disetujui 
direktur Rumah Sakit jejaring. 

BAB IV 
HAL-HAL YANG TIDAK DIJAMIN DAN 
YANG MEMBATALKAN PELAYANAN 

Bagian Kesatu 
Pelayanan Di !uar Tanggungan Program 

Pasal 7 

Pelayanan yang tidak ditanggung PPJKM meliputi : 
a. pelayanan yang tidak sesuai aturan; ✓ 

b. banan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika; 
c. general check up termasuk pemeriksaan haji, surat keterangan 

sehat· / , 
d. pembuatan gigi tir1an; ./ 
e. pengobatan alternatif (akupuntur, pengobatan trndisio'1al dan 

pengoba tan la in yang belum terbukti ilmiah); .,. 
f. rangkaiar. pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya 

mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan 
pengobatan impotensi; ./ 

g. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana 
alam; dan ✓ 

h. pelayanan kesehatan pada kegiatan bakti s 0 sial. ✓ 

Bagi.1n Kedua 
Hal-hal yang Membatalkan Pelayanan 

Pasal8 

Pelayanan PPJKM dapat dibatalkan apabila : 
a. peserta tidak membawa kartu identitas berupa KTP / KK/ Surat 

Keterangan Domisili dan Surat Keterangan; ,,,,,,--
b. peserta datang ke Rumah Sakit tanpa membawa rujukan da ri 

Puskesmas ; v 
c. pc,serta memaks':lkan kehendaknya untuk meminta rujukan 

dari Puskesmas tanpa identitas medi~; ✓ 
d. peserta yang dirawat inap di Rumah Sakit tetapi meminta 

?Ulang paksa; v 
e. peserta yang dimwat inap di Rumah Sakit yang meminta pinda h 

kelas perawatan dari kelas III ke kelas yang lebih 
tinggi ; ..,. 

f. peserta yang sudah memiliki jaminan keseha tan lainnya 
(Penerima Biaya Iuran Pemerintah Pusat, Penerirna Biaya Iuran 
Pemerintah Daerah, Badan Penyelenggaran J aminan Sosia l 
Mandiri dan nonpenerima Biaya Iuran, dan asuransi k('seha tan 
swasta). ✓ 
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BAB 
PENYELE 1GGARAA.' PEL\YA:·:A • KESEHAT ; ; 0 

Bagian Kesa u 
Pada BPS/ Pos.,esdes/ Poli, des 

PasaJ ., 

Syarat BPS/ Poskesdes / Polindes untuk m~njadi 1eja. ·_ ~ P ~:?•~ .:-:-:.~·~ 
pada sistem PPJK.. 1 adaJah : 

a. berada di wilayah ke ·a Puskesmas ;eJa .n,~ ~i <,,:,;;:· 
BPS/ Poskesdes/ Pol·n des; 

b. mempun_·ai sura izi bdan; , 
c. memp vai surat iz·n pra' · ·v b;d·· · • Y .... ... ,.a..J, 

d . mempunyai sura izin sarana; 
e. telah menjadi bidan delima; dar1 ,. 
f. b~rlrnn:ipe en da!am melakukan asuhan p;-rsali~ J:{_,:-;;-:..c~ .:,-<'"::-~ 

d1bukt1kan dengan acianya scr j fiv.a asuhan f/;;"r~Jj_ ~- :: , , ,;-~~:. 

(1) 

(2) 

Pasal I 0 

BPS/ P.1skesdcs/ Polindes di la ,..ang : 
a. mengarah:lr..an/ memaks.a penderita / kduarg,a ;x::-::;~--;-j!:.: 

un l-: mengaj ukan rujulr..an Y.e Rumah Sab._: / 
b . me!akukan rujuY.an ta noa terlebih da ' •! :::<::12-.~-"".a~, 

pemeriksaan sesuai st.and~ pelayana.n , :d.aJ ; ., 
c. merujuk .A:nderit.a ::a:1g masih dapa d i...anga.., :: 
d . men.1juk 1-:e Rumah SaJ-:.i Y.elas B C?..;.J, F! ma:. S:Ji: 

f. 
g. 

Kelas A ; v-
mena;;J.,: iu ran ,' hia::a :ang sudah d i2. - c~!E;:,-_ .;-~-,·,:::: 
PP,JK'., 'i b:::p2:ia ?{:Sl::rt.a PPJK!/ d~ng,a_."1 al::="i-2..: , ~ya;:, -·~ , 
melakuJ.-:a pdayanan di luar kompe ':nsin::a; 2, 

mengajukan YJaim dang_ PPJK~.1 un w. pe, de, La ::,Lg f:'~. 

dijarnin sis .em asurhllsi yang lain. .,/ 

Bagi BPS/ Posl-:esdes/ Po indes _::ang mengajUY2.J1 }- ci:-::i a....;.:: 
PP.JK!. scbagaima... a dif'12.Y.sud p8da h f g d i r:t:12Y..8;: s.:::..= :,< 
pengembalian dana klaim. ...,.. 

PasaJ 11 

BPS/ Posl-:esdes/ Polirnks ber;;enang : 
a . mengajuv.an klaim at.as pelayanan yang telah diterib;.:1 s.cs=c.1 

deng.an proscdur dan ketentuan 1·ang be. ar.u , rr:e ':.a; ,
Puskesmas :/ar1g benanggun2 ja'.1:ab di v. ·w:·2} ~e;::a 
BPS/ Posk.esdes/ Po}jndes berada; d.a:1 / 

b. menentukan pembagian dana klaim sesuai rie, g,m prnsoour 
dan ketentua.n yang berlaku. ✓ 

Pasal 12 

Dalam memberiJ.r..an pelayanan BPS/ Poskesdes/ Polindes v:aji' · 
a. menyiap.k.an obat/ alat yang djpedukan sesuai derr?a.n 

kompctenS1nya; / 
b. melayani antenatal care, asuhan persalinan normal dan pos, 

natal care (termasuk kunjungan neonarusJ; .,,,. 
c . melakuY...an rujw..an yang disertai dengan surat n.(uk.an. ~ _.e ~ 

Rawat ,Jalan Tingkat Lanjut di Puskesmas yang men_-ediaY,.an 
poliJ.rJinik spesialis maupun n1jukan ke Rum.ah Sa~t r:eb s C 
serta men.gantar pasien yang akan dirujuk jib:. d iperlu . ..an 
(surat rujw.an dil.ampirlr..an paca saat k!aim)~ 
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d. rnembuat pencatatan dan pclapora n yang lcn~~kop, tc,;•·tib, 
transparan dan bcrtanggung jawah; dan 

e. berkoordinasi dengan Puskcsma s di wiluynhnya dun Tim 
Pengelola PP,JKM di Oinns Kcschalnn jik,1 lcrjncl i 
masalah/kendala di lapangan. 

Bagian Kcdua 
Pada Puskef;mas Nonperawalan dan ,Jejaringnya 

Pasal 13 

( 1) Puskesmas nonperawatan dilarang: 
a. membuat rujukan ke Rumr1h Sakit walaupun 

diarahkan/dipaksa oleh penderitc1 /kcluarga pcndcrita; 
b. melakukan rujukan tanpa terlebih Jahulu mclnkukarr 

pemeriksaan sesuai standar pelayanan di Puskcsmas; 
c. merujuk pendcrita yang masih dapat ditangc1 ni di 

Puskesmas dcngun alasan apar,un; 
d. merujuk ke f;..umah Sakit Kelas B dan Rumah Sakit Kclas A 

serta untuk kasus-kasus khusus (penyakit mata , paru, 
kusta dan jiwa) langsung ke Rumah Sakit Khusus; 

e. menarik iuran/biaya yang sudah diatur dalam sistem 
PPJKM kcpada pescrta dcnga:1 alasan apapun; dan .,, 

f. mengajukan klaiin dana PP,JKM untuk pendenta yar:g telah 
dijamin sister.1 asurnnsi yang Iain. 

(2) Bagi Puskesmas nonperawatan yang meng'ajukan klaim dana 
PPJKM sebagaimana dimaksud pada huruf f dikenakan sanksi 
pengembalian dana klaim. 

Pasal 14 

Puskesmas nonperawatan berwenang: 
a. mengajukan klaim atas pelayanan yang telah diberikan sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; ~ / 
b. menentukan pembag:an dana klaim sesuai dengan prosedur 

C. 

dan ketentuan yang berlaku; ctan l,-

membuat jejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan dasar 
seperti BPS dan Bidan Poskesdes sesuai dengan ketentuan 
dan peraturan yang berlaku. 

Pasal 15 

Puskesmas nonperawatan dalam memberikan pelayanan wajib: 
a. menyiapkan obat/ alat yang diperlukan, jika obat/ alat ha bis 

atau kurang segera mengajukan usulan p~rmintaan obat ke 
Oinas Kesehatan Kabupaten; v 

b. memberikan obat pada pasien untuk 3 (tiga) hari kecuali 
untuk penyakit- kronis terlentu sesuai dengan kebutuhan 
medis; v-

c. melayani semua kasus yang dapat ditangani di tingkat 
pelayanan dasar sesua1 dengan standar pelayanan 
Puskesmas; ....... 

d. melakukan kerjasama dengan Puskesmas terdekat jika tenaga 
kesehatan di tempatnya tidak siap melayani kasus yang dapat 
ditangani di tingkat pelayanan kesehatan da~ar; / 

e. melakukan rujukan yang disertai dengan rujukan dan rekam 
medik, baik ke f"asilitas Rawat Jalan Tingkat Lanjut di 
Puskesmas yang menyediakan poliklinik ~,pesialis maupun 
rujukan ke fasilitas Rumah Sakit Kelas C serIB mengantar 
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f. 

g. 

pasien ang akan dirujuk jika diperlukan . (su,-at rujukan 
dilampirkan pada saat pengajuan klaim); 
membuat pencatatan dan pelaporan yang lengkap, tertib , 
transparan dan bertan&:,aung jawab; dan 
berkoordinasi dengan tim pengelola PPJKM Lahat di Dinas 
Kesehatan jika terjadi masalah/ kendala di lapangan. 

Pasal 16 

Pelayanan Jang d iberika'1 pada Puskesmas nonperawatan clan 
jeja ringnya terd iri dari : ..,. 
a . pelaJ ana n di dala m dan di luar gedung: 

1. konsulta si medis , pemeriksaan fisik da n penyuluhan 

b. 

C . 

keseh a tan; v-

2 . laboratoriu□ sederhana (darah , urine dan feses r ....ztin) dan 
radiologi; 

3 . tindakan m edis kecil (kecu ali s irkumsisi) ; 
4 . pemeriksaan dan pengobatan gigi termasuk ca but dan 

0 . 

6 . 
7. 

tamba l; 

pemeriksaan ibu h amil, ibu nifas dan ibu menyusu i; 
pemeriksaan keschatan bayi da n balita; / 
pe la1 anan keluarga berencana dan pen a.7ganan efek 
sa m ping; dan 

8 . pem berian obat sesu a.i standar. 
persa linan normal di Puskesma s n onpern.wa tun , 
Polindes / ruma h pasien / praktek bidan swasta yang telah 
be:<erja sama dengan Pus kesmas ; 
µe layan a n Ga\,·a t Darura t; 

d . rav. a t J a lan Tin gkat Lan jut bagi Puskesma s yar.g mempunyai 
polik.lin ik s pes ial is , m elipu ti : 

( 1) 

1. konsultasi m edis , pemeriksaan fi 3ik da n penyuluha n o1eh 
dokrer s i:esialis / u mum· 

2. reh a b ilitasi m edis: 
3. 
4. 
0 , 

6. 
? . 
8 . 

penunjang dia gnostik; 
tindakan medis kecil dan sedang; 
pemer iksaan dan pengoba tan gigi tingkat la njutan
pela) ana n kelua rga berer,ca n a ; 
pemberian obat sesua i standar: dan 
pelaya n an penyediaan da rah . 

Bagian Ki:: tiga 
Pa d a Pus kesmas Pe.rawa tan dan J ejaringnya 

?asa l 17 V 

Puskesmas perawatan dilara..rig : 
a. m engara hkan/memaksa pasien/kelua rga pas1en untuk 

meminta surat rujukan ke Rumah Sakit; 
b . m emberikan rujukan tanpa terlebih dahulu ;nelakukan 

pemeriksaan sesuai standar pela}'."anan di Pus~esma s ;. di' 
merujuk penderita yang ma s:h dnpa t d1ta n6a ni 
Puskesmas dengan alasan apapun; 

c . 

d . merujuk ke Rumah Sakit Kelas B dan . Ruma ~ Sa.kit Ke las 
A serta untuk kasus khusus (penyakit mata, paru-paru, 
kusta dan jiwa) langsung ke Rumah Sakit Khusus; 
menarik iuran/ biaya yang sudah diatur dalam sis tern e. 

f. 

ppJKM Labat kepada peserta dengan alasan apapun; dan 
mengajukan klaim dana Jamsoskes Laha t ~ntuk 
penderita yang telah <lijamin sistem asuransi yang la m. 
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(2) Bagi Puskesmas perawatan yang mengaj ukan klaim dana 
PPJKM sebagaimana dimaksud pada huruf f dikenakan 
sanksi pengembali::m dana klaim. 

Pasal 18 v 
Puskesmas perawatan berwenang : . . . 
a . mengajukan klaim atas pelayanan yang telah d1bcnkan sesua1 

dengan prosedur dan ketentuan ya~g berlak1:1; 
b. menentukan pembagian dana kla1m sesuru dengan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku; dan 
c. membuat jejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan dasm 

seperti BPS dan bidan Poskesdes 3esuai dengan ketentu:rn dan 
peraturan yang berlaku . 

Pasal 19 

Puskesmas perawatan da. lam memberikan pelayanan wajib : 
a . menyiapkan obat / alat yang tliper\ukan, jika obat/ ala t ha bis 

atau kurang segera mengajukan ust1lan permintaan obat ke 
Dinas Keseha tnn ; 

b. memberikan obat pada pasien rawat jalan untuk 3 (tiga) ha. ri 
kecuali untuk penyakit kronis terten tu sesuai dengan 
kebutuhan medis; / 

c. melayani semua kasus yang dapa t d itangani di tingka t 
pelayanan dasar sesuai s tandar pelayanan Puskesmc.1. s ; 

d. me1akukan kerjasama dengan Puskesmas terdeka t j ika tenaga 
kesehatan ditempatnya tidak sia p melayani kasu s yang d:ipa t 
ditangani di ti ngka t pelayanan kesehatan dasar ; ✓ 

e. melakukan rujukan yang c ise rtai dengan surat rujukan dan 
rekam medik, baik ke fasilita s Rawat Jalan Tingka t La njut di 
Puskesmas yang menyedia ka n poliklinik spesialis maupun 
ruj ukan ke Rumah Sakit Kelas C serta mengrrnta r pasien 
yang akan dirujuk jika diperlukan . (Su rat rujukan dilampirka n 
pada saat klaim); y 

f. membua t pencatatan dan pelaporan yang len~kap , tertib, 
transparan dan bertanggung jawab; dan ;,r 

g. berkoord inasi dengan tim pengelola PPJKM La ha t d i Din a s 
Kesehatan j ika terjad i masa lah /kendala di lapa ngan . 

Pa.,sal 20 

Pelayanan yang ~iberikan Puskesmas perawata n ada lah meliimti : 
a. pelayannn d1 daJ am Jan di lua r gedung : 

1. konsu ltasi medis, pemeriksaan fi sik dan penyu luha n 
keseha tan; v---

2. lab~rato_rium sederhana (darah , urine dan feses rutin) dan 
rad1olog1; .,,,. 

3. tindakan medis kecil kecuaE sirkumsisi · z..__.- · 

4. pemeriksaan clan pengobatan gigi (ter:nasuk cabut dan 
tamba!) v . 

5. 
6. 
7. 

pemer~ksaan 1bu hamil, ibu nifa~ dan ibu menyusui; 
pemenksaan kesehatan bayi dan balita· ✓-
pelay~nan keluarga berencana dan' penangana.n efek 
sam pmg; ddn 1,,,-" 

8. pemberian obat sesuai standar. 
b. Rawat lnap Tin_gkat Pertama (Puskesmas Perawatan) : 

1. akomodas1 rawat inap; i.,,,, 

2. konsultasi medis, pemeriksaan fi . 
k 181k dar penyuluhan esehatan: / 
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3. laboratorium sederhana (darah, urine dan feses rutin) dan 
radiologi; 

4. tindakan med is kecil kecuali sirkumsisi · 
' 5. pemberian obat sesuai standar; 

6. persalinan normal clan dengan penyulit (Puskesmas 
PONED); dan 

7 . rujukan. 
c. Persalinan normal di Polindes/ rumah pa~ien/ praktik biaan 

swasta/bidan Poskesdes yang telah bekerjasama dengan 
Puskesrnas; 

d. Pelayanan Gawat Darurat; 
e. Rawat Jalan Tingkat Lanjut bagi Puskesmas yang mempunyai 

poliklinik sp~sialis, meliputi : 

(1) 

(2) 

(3) 

1. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan oleh 
dokter spcsialis; 

2 . rehabilitasi medis; 
3 . penunjang diagnostik; 
4. tindakan medis kecil dan sedang; 
5. pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjut; 
6. pelayanan keluarga berencana, termasuk kontrasepsi 

mantap; 
7 . pemberian obat sesuai standar; dan 
8. pelayanan penyediaan darah. 

BAB VI 
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKA~ 

Bagian Kes:1tu 
Pelayanan Rujukan Tingkat l 

(Rumah Sakit Ke las C di Kabupaten/ Kota) 
Pas :11 2 1 

Rumah Sakit Kelas C dilarang : 
a. menerima pasien tanpa surat rujukan dari Puskesmas 

kecuali k~adaan Gawat Darurnt; 
b. dipaksa untuk menerima pasien tanp:=t surat rujukan dari 

Puskesmas; 
c. menaikan kelas perawatan dari kelas III ke kt las 

perawatan di atasnya; 
d . memperbolehkan pasien pulang paksa sebelum pcrawatan 

selesai; 
e. merujuk pasien yang bisa ditanganinya sesua i standar 

pelayanan kesehatan Rumah Sakit Kelas C ke Rumah 
Sakit Kelas B; 

f. menarik iuran/biaya yang sudah diatur dalam sisten 
PPJKM Lahat dengan alasan apapun; 

g. mengajukan klaim bagi pelayanan yang tidak sesua1 
dengan prosedur dan ketentuan; dan 

h. mengajukan klaim ke Program PPJKM Lahat untuk 
pasien yang telah dilayanl oleh sistem asuran8i yang lain. 

Bagi Rumah Sakit Kelas C yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf g 
dikenakan sanksi berupa pembayaran klaim tidak diberikan. 

Bagi Rumah Sakit Kelas C yang_ melanggar k~tentuan 
sebagaimana dimaksud pada huruf h d1kenakan sanks1 berupa 
pengembalian klaim. 
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Pu. ;ii 22 

f~urrwh 8;ikit I< ·Im: C berw · .r1ng: 
11. 111c:11gnjul 1111 klairn ._1l,.1 1:t pelayanan yang tclah diberikan sesuai 

/ dt11gu11 li;iri rnwnt pm:ic:n dan konsep/pakct Pola Tarif Rcsrni 
V k ·111:i Ill (kl.iirn titlak cJibayar jika diluar Pola tarif Rc:smi RS) ke 

I im pi:111-',dolu PP,JV.M Dinas Keschatan; dan 
I>. m ·ncntul<.111 pcmunfua tan dana klaim sesuai clengan prosedur 

chin kctc11luiJn yung hcrlaku. 

J>asal 23 

Rumah SukiL Kclus C c.!alnm memberikan pelayanan waj;b : 
a. mcrrn:nuhi kc.:hutuhan obat dan bahan habis pakai yang 

rncngucu pmln obut pelayanan kcschatan program ini; 
b. mcluynni pnsicn yang dirujuk olch Puskesmas yang termasuk 

dulurn kusus penyakit scs•Jai standar Ruma:1 Sakit Kelas C; 
?/ c. mduyani pasien ynng tidnk Gawat Darurat di luar jam kerja 

deni4an hanyu mcmbcrikan obat yang cukup untuk huri ini, 
dun selanjutnya kccrnkan harinya pasien diajukan berobat ke 
J>uskcsm:J1;; 

d. mcngembalikan kasus pcnyakit yang masuk dalam st::i.ndar 
pelaya nnn tingkat dasar ke Puskesmas yang merujuk; 

c. mcmhuut umpan balik kasus yang sudah bisa dilayani di 
fusilitas yang merujuk jika kasus tersebut sudah bisa dilayani 
difasilitas pclayanan kesehatan dasar; 

{/ r. merujuk pasicn ke Rumah Sakit Kelas R untuk kasus yang 
tidak bisa dilayani sesuai standar pelayanan Rumah Sakit 
Keals C; 

g. rujukan sebagaimana tersebut pada huruf diatas harus 
dilengka pi : 
1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

kartu identitas ; 
surat rujukan dari Puskesmas; 
rekam r.1edik dan pcmeriksaan yang telah dila kukan 
Puskesmas; 
surat rujukan da ri kep~ladepartemen / bagian yang 
menangani kasus disertai rekam medik; 
surat rekomendasi ruju1<an yang ditanda·,angani ole:1 
direktur Rumah Sak.it, jika direktur tidak di tempat 
ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan Medik atas 
nama direktur ditujukan ke tim pengelola PPJKM di Dir.as 
Kesehatan; dan 
surat penganta, dari Dinas Kesehatan ditujukan ke 
Rumah Sak.it Kelas B dengan tembusan disampaikan 
kcpada tim pengelola PPJKM. 

Pasal24 

Pelayanan pada Rumah Sakit Kelas C terdiri dari : 
a. Rawat Jalan Tingkat Lanjut; 
b. akomodasi rawat inap pada kelas lll; 
c. konsultasi med.is, pemeriksaan fisik dan penyuluhan 

kesehatan; 
d. penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan 

j/ elektromedik; 
e. tindakan medis sesuai dengan indikasi 
f. operasi sedang dan besar sesuai dengan komr:etensinya; 
g. pelayanan rehabilitasi medis; 
h. perawatan intensif (~CU); 
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1. pelayanan penyediaan darah; 
J. bahan dan alat kesehatan habis pakai, bahan cta 11 alat 

kesehatan seefisien mungkin; 
k. pt:rsalinan dengan resiko tinggi dan fJ..;nyulit Pelayanan 

Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); 
l. rujukan dengan indikasi medis dan rekomendasi komilc 

medic; dan 
m. pelayanan 'J.awat Darurat. 

Bagian Kedua 
Pelayanan Rujukan Tingkat II 

(Rumah Sakit Kelas B dan Rumah Sakit Khusus) 
Pasal 25 

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mendapatkan pelayan2n 
pada Rumah Sakit Kelas B dan Rumah Sakit Khusus adalah : 
a . KTP /KK/ Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan; dan 
b. surat rujukan dari Rumah Sakit Kelas C dan surat pengantar 

dari Kepala Oinas Kesehatan kecuali keadaan Gawat Darurnt. 

Pasal 26 

(1) Rumah Sakit Keias B dan Rumah Sakit Khusus dilarang: 
a. menerima pasien tanpa surat rujukan dari Rumah Sakit 

Kelas C kecuali d2.lam keadaan Gawat Darura L; 
b. memaksakan diri untuk menerima pasien tanpa surat 

rujukan dari Rumah Sakit Kelds C; 
c. menaikan kelas perawatan dari kelas Ill ke perawatan ke 

atasnya; 
d. memperbolehkan pasien pula11g paksa sebelum perawatan 

selesai; 
e. merujuk pasien yang bisa ditanganinya scsuai standar 

pelayanan Rumah Sakit Kelas B ke Rumah Sakit 
Kelas A ; 

f. menarik iuran/biaya yang sudRh diatu1 dalam sistem 
PPJKM Lahat kepada peserta dengan alasan apapun ; 

g. mengajukan klaim bagi pelayanan yang tidak sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan; dan 

h. mengajukan klaim l<e program ?PJKM Lahat untuk pasien 
yang telah dilayani oleh sistem asuransi yang lain. 

(2) Bagi Rumah Sakit Kelas B dctn Rumah Sakit Khusus yang 
me1anggar ketentuan sebagaimana pada huruf c, huruf d dan 
huruf g dikenak211 sanksi berupa pembayarnn klaim udak 
diberikan. 

(3) Bagi Rumah Sakit Kelas B dan Rumah Sakit Khusus yang 
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f 
dikenakan sanksi berupa pengembalian klaim. 

Pasal 27 

Rumah sakit Kelas B dan atau Rumah Sakit Khusus b~rwenang : 
a . mengajukan klaim atas pelayanan yang telah dibtrikan sesuai 

dengan hari rawat pasien dan konsep / paket pola larif resmi 
kelas III (klaim tidak dibayar jika diluar paket pola tarif resmi 
dari RS) ke tim pengelola PPJKM; dan 

b. menentukan pemanfaatan dana klaim sesuai dengan prosedur 
dan ketentuan yang berlaku. 
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Pasal 28 

Rumah Sakit Kelas B dan atau Ruma!-1 Sakit Khusus dalam 
memberikan pelayanan wajib: 
a. memenuhi kebutuhan obat dan bahan habis pakai ya,1g 

mengacu pada obat. pelayanan kesehatan program ini; 
b. melayani pasien yang dirujuk oleh Puskesmas yang termasuk 

dalam kasus penyakit sesuai standar Rumah Sakit Kelas C; 
c. mengembalikan kasus penyakit yang rr:asuk dalam standar 

pelayanan tingkat dasar ke Puskesmas atau :1ang masuk 
dalam standar pelayanan Rumah Sakit Kelas C yang 
merujuk; 

d. membuat umpan balik kasus yang sudah dapat dilayani ke 

/ e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

Puskesmas atau ke Rumah Sakit Kelas C yang merujuk jika 
kasus tersebut sudah bisa dilayani di fasilitas pelayanan 
terse but; 
merujnk pasien ke Rumah Sakit Kelas A untuk lrnsus yang 
tidak bisa dilayani ~esuai standar pelayanan Rumah Sakit 
Kelas B; 
rujukan sebagaimana dimaksud pada huruf e harus 
dilengkapi : 
1. kartu identitas; 
2 . surat rujl..kan dari Puskesmas ke Rumah ~:;akit Kelas 

C; 
3. surat rujukan dari Rumah Sakit Kelas C ke Rumah Sakit 

Kelas B atall Rumah Sakit Khusu; 
4. rekam medik dan pemeriksaan yang telah dilakukan di 

Puskesmas dan Rumah Sakit Kelas ; 
5. surat rujukan dari kepala departemen/ bagian yang 

menangani kasus ke Rumah Sakit Kelas A yang disertai 
dengan rekam medis; 

6 . rekomendasi rujukdn yang ditandatangani oleh direktur 
Rumah Sakit, rlitujukan kepaua tim pengelola PPJKM; 
dan 

7. surat pengantar dari Dinas Kesehatan yang ditujukan 
kepada Rumah Sakit Kelas A dengan tembusan 
disampaikan kepada Bupati. 

menjalin perjanJian kerja sama untuk pemtelian rcsep 
kacamata dengan optik yang telah berpengalama; 
mcmbuat pencatatan dan pelaporan yan~ lengkap, tertib , 
transparan dan bertanggung jawab; dan 
berkoordinasi dengan tim pengelola PP0KM L.1hat Tingkat 
ka.bupaten jika terjadi masalah/kendala di lapangan. 

Pas3.l 29 

Pelayanan yang diberikan pada Rumah Sakit Kelas B dan/atau 
Rumah Sakit Khusus mehputi : 
a . rawat Jalan Tingkat Lanjut; 
b. akomodasi rawat inap pada kelas Ill; 
c. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan 

e. 
f. 
g. 
h. 
i. 

kesehatan; 
penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologyr clan 
elektromedik; 
tindakan medis; 
operasi sedang, besar dan canggih; 
pelayanan rehabilitasi medis; 
perawatan lntensif Care Unit (ICU); 
pelayanan penyediaan darah; 
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J. 

k. 
I. 

m. 

IY~han d,rn a lat kcseha tan habis pakai , bahan dan a lat 
kcs"h~ta n sccfisicn mungkin; 
pc:salman dcngan resiko tinggi dan penyulit ( PONSK); 
rLIJUkan dcnga n indikasi mcdis dan rekomendasi komite 
medik; da n 
pclayanan Gawat Darurat. 

Bagian Kctiga 
Pclayanan Rujukan T:ngkat III 

(Rumah Sakit Kclas A) 
Pasal 30 

Pcrsyaratan ya ng harus dipenuhi rlalam mendapatkan pelavana n 
pada Rumah Sakit Kelas A adalah : -
a. KTP / KKf SuratKetcrangan Domisili dan Surat Keterangan; dan 
b . sur~t ruJukar~ dari Rumah · Sakit Kelas B dan surat pengantar 

( 1) 

I/ 

(2) 

dan kepala Dmas Kesehata n dala m kcadaa n Gawat Darurat. ~ / ' 

Pasal 31 

Ruma h Sakit Kelas A dilarnng : 
a. menerima pas ien t~npa surat rujukan dari Rumah Sakit 

Kc las 8 scrt a sura t pcnguntar dari kcpala Dinas 
Kcsc ha tan kecuali keadaan Gawat Darura ~; 

b. dipa ksa untuk men f! rima pasien tanpa surat rujukan dari 
fasilitas Rumah Salcit Kela s 8 serta surat pengantar dari 
kepa la Dinas Kesehatan ; 

c. menaikan kelas perawa tan dari kelas Iii kc kelas 
perawata n di atasnya; 

d. mempcrbolehkan pasien pulang pc:~ksa sebelum perr.watan 
selesai; 

e. mengajukan klaim bagi pelayanan yang Lidak sesuai 
dengan prosedur da n ketentuan; 

f. menari iuran/biaya yang sudah diatur dalam sistem 
PPJKM kep3da peserta PPJKM dengan alasan apapun; 
dan 

g. mengajukan klaim ke Program Pemeliharaan Keschatan 
Masyarakat Lahat unLUk pasien yang telah dilayani oleh 
sistem asuransi yang lain. 

Bagi Rumah Sakit Kelas A yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan sanksi 
berupa pembayaran klaim tidak diberikan . 

I,/ (3) Bagi Rumah Sakit Kelas A yang melanggar kctcntuan 
::,ebagaimana dimaksud pada huruf g dikenakan sanksi 1)erupa 
pengembalian klaim. 

Pasal 32 

Rumah Saki t Kelas A berwenang : 
a. mengajukan klaim atas pdayanan yang telah diterikan sesuai 

dengan hari rawat penderita serta konsep/paket pola tarif 
resmi Rumah Sakit kelas III, klaim tidak dibayar jika diluar 
p?lcet pola tarif resmi Rumah Sakit ke tim pengelola PPJKM; 
dan 

b. menentukan pemanfaatan dana !claim sesuai dengan prosedur 
dan ketentuan yang berlaku. 
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Pasal 33 

Pelayanan pada Rumah Sakit Kelas A dalam mcrnberilw n 
pelayanan wajib: 
a. memenuhi kebutuhan obal dan habis pa kai yang mcngncu 

pada obat pelayanan kesehatan program ini; 
b. melayani pasien yang dirujuk oleh Rumah Sakit Kc:las B yang 

termasuk dalam kasus penyakit sesuai sta nda r pclayanan 
Rumah Sakit Kelas A; t / 

c. mengembalikan kasus penyakit yang sud2h Lid cJ k dapat 
/ ditangani lagi atau sudah dapat ditangani di fasilitas l~umah 

Sakit Kelas C dengan menyertakan umpnn ba lik berikut 
rekam medik dan pemeriksaan yang telah ditcntukan; 

d. membuat pencatatan dan pelaporan yang lengkap , lcrlib, 
transparan dan bertanggung jawab; dan 

e. berkoordinasi dengan tim pengelola PPJKM jika te1j adi 
masalah/kendala di lapangan. 

Pasal 34 

Pelayanan yang diberikan pada Rumah Sakit Kelas A meliputi : 
a. Rawat Jalan Tingkai: Lanjut; 
b. akomodasi rawat inap pada kelas III ; 
c. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan 

kesehatan; 
d. penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiology dan 

elektromedik; 
e. tindakan medis sesu&i dcngan indikasi; 
f. operasi sedang, bcsar dan canggih; 
g. pelayanan rehabilitasi medis; 
h. perawatan Intensif Care Unit (ICU); 
i. pelayanan penyediaan darah; 
J. bahan dan alac kesehatan ha bis pakai, bahan dan alat 

kesehatan seefisien mungkin; 
k. persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK); 
1. rujukan dengan indikasi medis dan rekomendasi komite 

medik; dan 
m. pelayanan Gawat Darurat. 

BAB Vll 
P.8NYELENGGARAAN LINTAS WlLAYAH 

Bagian Kesatu 
Syarat Pelayanan dan yang Membatalkan Pelayanan 

Pasal35 

Syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui 
PPJKM jika pasien berada diluar kecamatantempat. tinggal yang 
masih berada di wilayah Kabupaten ad:ilah : 
a . menunjukan KTP/KK/Surat Keterar.gan Domisili dan Surat 

Keterangan s~rta memberikan foto copinya kepada fasilitas 
pelayanan; dan 

b. menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas 
atau jejaringnya) sebagai tempat pelayanan pertama yang 
menangani keluhan penderita, kecuali dalam keadaan Gawat 
Darurat. 
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Pasal 36 

'lrly,inan PPJKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat 
di ·ttal ka n apabila : 
a . t idak membawa identitas diri, berupa KTP /KK Surat 

Keteran gan Domisili danSurat Keterangan; 
telah memperoleh jaminan kesehatan lainnJ a sepe:-ti Penerima 
Ba ntua n Iura n Pusat, Pcnerima Bantuan Juran Daerah 
ian / a tau peserta Sadan Penyelenggara Jami nan Sosial 
keseha ta n mandiri; dan 
la ngsung menggt:.nakan Rumah Sakit Kelas C, atau Rumah 
::3akit Kelas B a tau Rumah Sakit Khusus tanpa terlebih dahulu 
mela lui fasilitas pelayanan kesehatan dasar Puskesmas atau 
JeJanngnya . 

Bagian Kedua 
Ke\\ enangan dan Prosedur 

Pasal 37 

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan 
dasar da n jejaringnya serta Rumah Sakit Kelas C yang memberikan 
pelaya nan kesehatan iintas kecamatan berwenang: 
a. mengajuka n klaim atas pelayanan yang telah diberikan sesuai 

/. dengan prosedur yang ada, ke tim pengelola PPJKM rlimana 
fasilitas pelayanan kesehatan berada; dan 

b. tim pengelola PPJKM akan meneruskan klaim ke timpengelola 
PPJKM sesuai dengan kartt. identitas pas1en dengan 
melampirkan syarat pengajuan klaim melalui .i<antor 
po s / f aximil e. 

Bagian Ketiga 
Kewajiban Petugas 

Pasal 38 

Petugas pemberi pelayanan kesehatan dalam memberikan 
pelavanan lintas kecamatan wajib : 
a. melayani setiap pasien yang datang walaupun pasien tersebut 

tidak tinggal di wilayahnya dengan ca!.§..tan i::ientitas pasien 
masih berada di wilayah kabupaten; 

b. bagi Rumah Sakit Kelas C harus melayani pasien lintas 
kecamatan di luar jam kerja, untuk kasus yang tidak Gawat 
Darurat pemberian hanya cukup sampai keesokan harinya 
dan selanjutnya pasien dianjurkan berobat ke fasilitas 
pelayanan dasar (Puskesmas atau jejaringny ; 

c. bagi Rumah Sakit Kelas B, Rumah Sakit Khusus dan/ atau 
Rumah Sakit Kelas A tidak boleh langsung menerima pasien 
dari luar wilayah tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan 
kecuali kasus Gawat Darurat,, 

d. membuat pencatatan dan pelaporan yang lengkap, tertib, 
tranparan dan benanggung jawab (akan diaudit oleh tim 
pemeriksa}; dan 

e. berkoordinasi dengan tim pengelola PPJKM jika terjadi 
masalah/kendala di lapangan. / 
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BAB VIII 
PEND AN MN, PENGELOLMN KEUANGAN DAN 

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM y 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Bagian Kesc1.tu 
Pendanaan 
Pasal 39 

Pendanaan unt11k pembiayaan PPJKM dari Ang~aran 
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten mengacu pada Sistem 
pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 

Untuk dana manajemen operasional dianggarkan ~ersendiri 
oleh Pemerintah Kabupaten di luar dana prem1 PPJKM 
maksimal 1 % (satu persen). y-

Dar.a premi PPJKM yang berasa~ dari daria klaim Pemberi 
Pelayanan Kesehatan PPJKM bukan merupakan Pendapatai1 
Asli Daerah (PAD) Kabupaten. v 
Dana premi PPJPKM sebagaimanja dimaksud pada ayat (3) 
adalah merupakan dana bantuan sosial. / 

Bagian Ked ua 
Pengelolaan Keuangan 

Pasal40 

Pengelolaan keuangan PPJKM dilaksanakan oleh tim pengelola 
JPKM bukan oleh pihak ketiga atau asuransi kesehatan. 

Bc:.gian Kctiga 
Syarat Pengajuan Klaim ,/ 

Pasal 41 

( 1) Syarat untuk iasilitas pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas 
dan jejaringnya) : 
a. mengirimkan dokumeP.. klaim yang berisi rekapitulasi 

laporan pelayanan baik pelayanan dalam wilayah maupun 
lintas wilayah sesuai dengan blanko pclaporan PPJKM r 
beserta lampirannya yang diajukan setiap tanggal 2 '2; 

b. rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
ditandatangani oleh pimoinan Puskesmas; Y-

e. dokumen klaim pelayanan lintas wilayah dibuat secara 
terpisah; y 

d. dokumen klaim dari jejaring Puskesmas ditujukan ke 
Puskesmas yang bertanggung jawab di wilayahnya; ,,. 

e. dokumen klaim yang berasal da,..i semua fasilitas 
pelayanan kesehatan dasar baik dari Puskesmas dan 
jejaringnya dikirmkan ke tim verifikasi Dinas Kes~hatan 
dimana fasilitc=i.s pelayanan kesehatan dasar itu berada; 
dan ✓ 

f. tim pengelola Kabupaten di Dinas Kesehatan akan 
meneruskan dokumen klaim lintas wilayah h.e tim 
pengelola Kabupaten sesuai dengan kartu identitas 
pasien dengan melampirkan syarai: pengajuan klaim 
melalui kantor pos/faximile. ✓ 

(2) Syarat untuk Fasilitas pelayanan Rumah Sakit Kelas C : 
a. mengirimkan dokumen klaim yang berisi rekapitulasi 

laporan pelayanan baik pelayanan dalam wilayah maupun 
/ 
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lintas wilayah sesuai dengan blanko pelaporan beserta 
lampirannya yang diajukan setiap tanggal 20; ✓ 

h. rekapilulasi laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
ditnndc:Jtangani oleh direktur R:.1mah Sakit; .,., 

c. clokumcn klaim pelayamm lintas wilayah dibuat secar:1 
tcrpisah; -----

d. dokumcn klaim tersebut telah diverifikasi oleh ver.fikator 
Rumah Sakit dengan klaim dana berdasarkan hari rawat 
pasien dan konsep/paket pola tarif resmi kelas III Rumah 
Sakit Kelas C; ✓ 

e. dokumen klaim ini juga termasuk pengajuan klaim yang 
berasal dari kerja sama dengan pihak ketiga (kerja sama 
dcngan optik); dan ✓ 

f. tim pengelola Kabupaten di Dinas Kesehatan akan 
mencruskan klaim ke tim pengelola PPJKM Kabupaten 
sesuai dengan kartu iderttitas pasien dengan melampirkan 
syarat pengajuan klaim melalui kantor pas/fax.mile. _.,.. 

(3) Syarat untuk Rumah Sakit Kelas B dan Rumah Sakit Khusus 
st:rla Rumah Sakit Kelas A : 
a . mengirimkan dokumen klaim yang berisi rekapitulasi 

Iaporan pelayanan sesuai dengan blanko pelaporan 
beserta lampiranny& yang diajukan setiap tanggal 20; 

b. rekapitulasi lapnran sebagaimana dimaksud pada huruf a 
ditandatangani oleh direktur Rumah Sakit; 

c. dokumen klaim tersebut telah oleh verifikcttor Rumah 
Sakit dengan klaim dana berdasarkan hari rawat pasien 
dan konsep/ paket pola tarif resmi kelas III yang sestJ,ai 
dengan kelas Rumah Sc:.kit yang bersangkutan; t,,/ 

d. dokumen klaim ini juga termasuk pengajuan klaim yang 
berasal dari kerja sama dengan pihak ketiga ( kerj2 sama 
dengan optik); dan 

e. dokumen kJaim ditujukan ke tim verifika,or jaminan 
PPJKM di Dinas Kesehatan. 

Bagian Keempat 
Proses ?encairan Klaim 

Pasal 42 

(I) Setiap dokumen kJaim yang diajukan akan diverifikasi terlebih 
dahulu oleh tim verifikator PPJKM di Dinas Kesehatan yang 
meliputi : 
a. pengecekan kebenaran dokumen identitas peserta; 
b. pengecekan administrasi untuk kasus rujukan (surat 

rujukan dari fasilitas kesehatan yang merujuk, surat 
J pengantar dari kepala Dinas Kesehatan); 

c. untuk fasilitas pelayanan keseh&tan dasar dilakukan 
pengecekan kebenaran paket pelayanan yang 
dihubungkan antara kcluhan, diagnotis, tinda!rnn yang 
dilakukan dan terapi yang diberikan serta nomor karcis; 
dan 

d. untuk fasilitas pelayanan rujukan dilakuka11 pengecekan 
V kebenaran besar tarif sesuai dengan paket diagnosis yang 

diatur dan lama perawatan pasien. 

(2) Suelah divefikasi akan disahkan oleh ketu.1 sekretariat untuk 
setuju bayar dengan jumlah dana yang sesuai dengan klaim 
yang dinyatakan sah. -· 
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(3) 
• D' Y.esehatan melalUl 

Klaim dibayar oleh bendah~ra ld1 b i~a~al;m 30 (tiga puluh) 
rekening di Bank Sumsel palmg am a __ 

hari. 

(4) 
empunyai hubungan 

Fasilitas pelayanan ke~ehatan ~ang m~akukan pembayaran 
kerja sama dengan p1hak ~euga . lah klaim yang 
kepada pihak ketiga sesua1 dengan JUffi 

(S) 

dinyatakan sah . ,.. 
. d elayanan kesehatan 

Alur pelaporan klaim dan pencairan ana P d 1 • lampiran 
PPJKM adalah sebagaimana tercantum dam 
Peraturan Bupati ini. ./ 

Pasal 43 

Pencairan dana menjadi batal apabila : . . . . 
a. dokumen klaim belum dinyatakan d1tenma oleh tun venfikator 

di Dinas Kesehatan; dan .,,., . 
b . dokumen klaim tidak lengkap dan tidakppsJe;~~ dengan 

persyaratan yang telah diatur dalam system . 

Bagian Kelima 
Pemanfaatan Dana Klaim 

Pasal 44 

.,... 

Pemanfaatan ciana yang Jiterima melalui PPJKM : 
a. di fasilitas pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas dan 

jejaringnya) : 
1. Puskesmas membuat Dian of Action (POA) yang dibahas 

dan disepakati dalam forum mini lokakarya lalu disetujui 
oleh kepa la Dinas Kesehata:1 sesuai dengan ketentL:an 
yang berlaku ; 

2. dana dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dasar 
yang meliputi pelayanan di dalar.1 dan diluar gedung, jasa 
pelayanan kesehatan, transportasi petugas, biaya rawa~ 
inap, penanganan komplikasi kebidanan dan neonatal di 
Puskesmas Pelayanan Obstetetri Neonatal Emergensi 
Komperhcnsip, transportasi petugas pendamping untuk 
rujuka n, biaya pertolongan persalinan normal dan 
pelayana:1 nifas kunjunga11 neonatus; 

3. pemanfaatan dana klaim pada pelayanan ·Iasar Rawat 
Jalan Tingkat Pertama sesuai dengan pedoman 
pelaksanaan PPJKM, dengan ketentuan maksirnal 60%> 
(enarn puluh pcrsen) dapat digunakan untuk jasc1 
pelayanan, 40% (ernpat puluh persen)dapat digunakan 
untuk pelayanan dalam dan luar gedung termasuk 
kegiatan prornotif dan preventif; 

4. pi::manfaatan dana klaim pada pelayanan kegchatan dasar 
Rawat Inap Tingkat Pertama untuk jasa pelayanan 

V 
maksimal 60% (enam puluh persen), dan 40% (ernpat 
puluh persen) dapat digunakan untuk pelnyanan dalarn 
dan luar gedung; dan 

5. dana operasional dalam dan luar gedung dianggarkan 
melalui .\nggaran Pendapatan dan Bclar.ja Daerah 
Kabupaten diluar dana PPJKM. 

b. di semua pclayanan rujukan : 
Pemanfaatan dana sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di 

V masing-masing fasilitas pelayanan rujukan antara lain : jasa 
pelayanan, pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai , 
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dana operasional, perneliharaan , ohat, darah dan kebutuhan 
administrasi pe!ldukung lainnya; 

c. di tim pengelola K.abupaten : . 
Tim Pengelola Kabupaten h a rus menganggarkan b1aya 
operasional penunjang tersendir , sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

BAB IX 
PENGORGAKISASIA 

Pasa.l 45 

Pengorganisasian tirn koc,rdinasi dan tim pengelola PPJKM dibentuk 
sesuai dengan kondisi , kebutuhan dan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

BABX 
MONITOR1NG DAN EVALU.:..Sl 

Pasal 46 

(1) Monitorning dan evaluasi dilakukan oleh tirn pengelola 
Kabupaten . 

(2) Kegiatan monitoring c.an evaluasi dilakukan sec3.Ta terjadwal 
dan terus-menerus dengan rnelibatkan tirn pengawasan 
internal ::lan ekstemal, rnasyarakat , serta swasta sesuai 
dengan kompetensi rnasing-rnasin g. 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 47 

PPJKM scbagaimana dirnaksud dalarn Peraturan Bupati ini mulai 
berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 

Pasal 48 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang rnenget.ahuinya , rnernerintahkan pengund3.11gan 
Peraturan Bupati ini dengan penernpa anny3. dalarn Serita Daerah 
Kabupaten La.hat. 

'• 

Ditetapkan di Lahat 
~ ~ da;:._tanggal I Af ri I :).__~o 
\' A LArlAT. -

Diundangkan di La.hat 
ada tan al l Af f't I -;}. 0.2 D 

AERAH KABUPATEN LAHAT, 

~~ 
BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2020 NOMOf-< 9 
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